BUPATI KARIMUN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARIMUN NOMOR 53 TAHUN 2025
TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

Menimbang :a .bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15

Mengingat: 1.

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3
Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah bahwa dalam rangka tertib administrasi atas
pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka
pemerintah daerah perlu dilakukan penyesuaian Kembali
terhadap Peraturan Bupati Karimun Nomor 53 Tahun 2025
tentang Pedoman Perencanaan Kebutuhan dan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Karimun Nomor 53 Tahun 2025 tentang
Pedoman Perencanaan Kebutuhan dan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah.

Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 ;

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga
Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota
Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 107 Tahun 2008, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4880);



Undang —Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4237);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026
tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 7153);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa Kkali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Keija menjadi Undang - Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6523);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 547);

12.Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3
Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun
Tahun 2016 Nomor 3);

13.Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022
Nomor 7);

14. Peraturan Bupati Kabupaten Karimun Nomor 53
Tahun 2025 tentang Peedoman Perencaaan
Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN  BUPATI  TENTANG PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN BUPATI KARIMUN NOMOR 53 TAHUN 2025
TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karimun Nomor 53
Tahun 2025 tentang Pedoman Perencanaan Kebutuhan dan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Karimun Tahun 2025 Nomor 53) sehingga berbunyi sebagai berikut.

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 2 (dua) angka yakni angka 19
dan angka 20 , sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun.

3. Bupati adalah Bupati Karimun.

4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Karimun.

6. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut
Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan
bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang
Milik Daerah.

7. Satuan Keija Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala SKPD yang
mempunyai fungsi Pengelolaan Barang Milik Daerah selaku
pejabat pengelola keuangan daerab.

Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut
pengguna Barang adalah pejabat SKPD selaku pemegang
kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.

Unit keija adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau
beberapa program.

Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut
sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit keija atau
pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk
menggunakan barang milik daerah yang berada dalam
penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang
melaksanakan fungsi tata usaha Barang Milik Daerah pada
Pengguna Barang.

Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut
Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan
Fungsional Umum yang diserahi tugas mengurus barang.
Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas
menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan
Barang Milik Daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional
Umum yang diserahi  tugas menerima, menyimpan,
mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada
Pengguna Barang.

Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan
penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan,
pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan,
pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan,
pengawasan dan pengendalian.

Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan
rincian kebutuhan barang milik daerah untuk
menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan
keadaan yang sedang  Dbeijalan sebagai dasar dalam
melakukan tindakan yang akan datang.

Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya
disingkat RKBMD, adalah dokumen perencanaan kebutuhan
barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Penyusunan Perubahan RKBMD dilakukan apabila teijadinya
Usulan Perubahan dari Perangkat Daerah.

Penyusunan RKBMD Untuk Kondisi Darurat dilakukan
berdasarkan mekanisme penganggaran sesuai ketentuan
peraturan perundang - undangan.

2. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni
Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

1. Penetapan Standar Kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ayat (2) huruf b mempedomani peraturan perundang -
undangan.

2. Penetapan Standar Barang dan Standar Kebutuhan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan
setelah berkoordinasi dengan dinas teknis terkait.



3. Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB
VIA, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIA

TATA CARA PENELAAHAN RKBMD PENGADAAN BARANG MILIK

DAERAH PADA PENGELOLA BARANG

4. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 28A
dan 28B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

3)

(4)

(1)

(2)

Pasal 28A

Penelaahan atas RKBMD Pengadaan Barang Milik Daerah

dilakukan terhadap :

a. Relevansi program dengan rencana keluaran (output)
Pengguna Barang;

b. Optimalisasi penggunaan Barang Milik Daerah yang berada
pada Pengguna Barang; dan

c. Efektivitas penggunaan Barang Milik Daerah yang berada
pada Pengguna Barang telah sesuai peruntukkannya dalam
rangka menunjang tugas dan fungsi SKPD.

Penelaahan atas RKBMD Pengadaan Barang Milik Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang - kurangnya
memperhatikan :

a. Kesesuaian program perencanaan dan standar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat
(2); dan

b. Data barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
ayat (4).

Penelaahan atas RKBMD Pengadaan Barang Milik Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Hasil
Penelahaan RKBMD Pengadaan Barang Milik Daerah yang
sekurang - kurangnya memuat :

Nama Kuasa Pengguna Barang;

Nama Pengguna Barang;

Program;

Kegiatan;

Data daftar barang pada Pengguna Barang dan/atau daftar
barang pada Kuasa Pengguna Barang; dan

f. Rencana kebutuhan pengadaan barang uang disetujui.

® 00 o

Dalam melaksanakan penelaahan Barang Milik Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang
mengikutsertakan Pejabat Penatausahaan Barang dan
Pengurus Barang Pengelola untuk menyiapkan dan
memberikan pertimbangan terhadap kebenaran dan
kelengkapan usulan RKBMD Pengadaan yang dilaksanakan
selambat - lambatnya minggu kedua bulan Juni.

Pasal 28B

Hasil penelaahan RKBMD Pengadaan Barang Milik Daerah
dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
ayat (3) ditandatangani oleh Pengelola Barang.

Pengguna Barang menyusun RKBMD Pengadaan berdasarkan
hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



(1)
(2)

3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(3) RKBMD Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang
paling lambat minggu ketiga bulan Juni,

Di antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 2 (dua) bab, yakni BAB
VILA dan BAB VIIB, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VILA
PENYUSUNAN PERUBAHAN RKBMD

BAB VIIB
PENYUSUNAN RKBMD UNTUK KONDISI DARURAT

Di antara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 31A
dan Pasal 31B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

Pengguna Barang dapat melakukan perubahan RKBMD.

Perubahan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sebelum penyusunan Perubahan APBD.

Penyusunan RKBMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
sampai dengan Pasal 34 berlaku secara mutatis terhadap
penyusunan perubahan RKBMD.

Pasal 31B

Dalam hal setelah batas akhir penyampaian RKBMD terdapat
kondisi darurat, pengusulan penyediaan anggaran untuk
kebutuhan baru (nem initiative) dan penyediaan anggaran angka
dasar (baseline) dalam rangka rencana pengadaan dan/atau
rencana pemeliharaan Barang Milik Daerah dilakukan
berdasarkan mekanisme penganggaran sesuali ketentuan
peraturan perundang - undangan.

Kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
bencana alam dan gangguan kearnanan skala besar

Hasil pengusulan penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus dilaporkan oleh Pengguna Barang kepada
Pengelola Barang bersamaan dengan penyampaian RKBMD
Perubahan dan/atau RKBMD tahun berikutnya.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh
Pengelola Barang sebagai bahan pertimbangan tarnbahan dalam
penelaahan atas RKBMD vyang disampaikan oleh Pengguna
Barang bersangkutan pada APBD Perubahan tahun anggaran
berkenaan dan/atau APBD tahun aggaran berikutnya.



Pasal Il
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun

pada tanggal 5 MEI 2026
BUPATI KARIMUN,

YAH

Diundangkan di Tanjung Balai
pada tanggal 5 Ml 2026
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,

DJUNAIDY
BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2026 NOMOR 8



